BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

g ‘ BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang ‘a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kelompok
belanja tidak langsung. khususnya belanja subsidi, hibah, bantuan sosial
dan bantuan keuangan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas
dan transparansi pengelolaannya, perlu disusun pedoman pengelolaan
belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang
efisien.  efektif. transparan dan  bertanggungjawab  dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;

b. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam
. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
. ; ! Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
bl . Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
[_, % Tahun 2006 tentang I'edoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 42
:ii Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggoran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan
P‘:d‘}ﬂ!ﬂfl Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan
Kcumfﬁdn Pemerintah Kabupaten Sumba Barat:
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat
tentang  Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan

Bantuan Keuanpan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-daerah  Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ),

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3298),;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ) ;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah ( l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576 )

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) ;

Peratwian Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578 ;
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|3, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 310 ) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian 1libah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 nomor 450 ) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 -
tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor I, Tambahan
[Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Yasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan. penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendaharan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas scbagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendaharan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat dacrah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna angparan/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan seria melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai kebutuhan.

Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan dan Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan
Subsidi / Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan / dan Belanja Tidak Terduga adalah
tim yang dibentuk dengan keputusar Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai (ugas meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan,
penyerahan, dan penggunaan Subsidi, Hibah, Belanja Sosial, dan Bantuan Keuangan
kepada Bupati Sumba Barat.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang duerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan dacrah dan mebayar seluruh pengeluaran daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba
Barat sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk

' menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.
18..

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat
funggional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Subsidi, Hibah, Belanja Sosial,
dan Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan
nilai kekayaan bersih.

' Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjulnya disingkat RKA-PPKD adalah

rencana kerja dan anggaran DPPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah
dokumen pelaksanaan anggaran DPPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan

dan perkiraan arus kas’ keluar untuk mengatur ketersedinan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Subsidi adalah anggaran yang dipergunakan untuk membantu biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk ‘jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masvarakat bunyak.




28. ' Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah

atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

| kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib

dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaran urusan pemerintah daerah.

29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu. keluarga. kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darl kemungkinan terjadi resiko
sosial. .

30. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluargs, kelompok dan/atau masyarakat
sebagai dampak krisis sosial, krisis ckonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana
alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

31. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan berupa uang yang bersifat umum atau
khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai
politik.

32. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian

) hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

33. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama. dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

- Pasal 2

Ruang liﬁgkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian subsidi, hibah,
raptuan sosial. dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat.

5 Pasal 3

T FI) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

: (2 Hibuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

/1 {3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, atau barang.

I

© |(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

BAB III
SUBSIDI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu sesuai
- kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
. memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian  Subsidi schagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditujukan  bagi
oy perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum.




'

(4) Tujuan pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar harga jual produk

atau jasa pelayanan umum yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 5

(1) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya (1) memenubhi kriteria paling

sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak terus menerus setiap tahun anggaran dan tidak wajib serta harus

digunakan sesuai dengan peruntukannya;

c. subsidi yang diberikan secara tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian subsidi
worsebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan daya

jungkau masyarakat atas produk/jasa lavanan umum tersebut;
d. memenuhi persyaratan penerima subsidi.

(2) Persyaratan penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, paling

sedikit :

a. merupakan perusahaan/lembaga yang memiliki dasar hukum pendirian yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

¢. memiliki kantor administrasi/sekretariat tetap;

d. menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bersifat pelayanan umum bagi

masyarakat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

(1) Pemerintuh Daerah menetapkan produk/jasa layanan umum yang memenuhi kriteria
mendapatkan subsidi dalam rangka meringankan biaya produksi agar terjangkau oleh

masyarakat.

(2) perusahaan/lembaga  vang produk lavanannya ditetapkan schagai  produk yang
mendapatkan subsidi pemerintah, dapat menyampaikan usulan subsidi yang dibutuhkan

secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat.

(3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi

berupa rekomendasi kepada bupati melalui TAPD.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4)

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

i © Pasal 7

/(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 avat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam

rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran

subsidi berupa uang.

I'asal 8

Subsidi berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja

subsidi, obyek dan rincian obyck belanja berkenaan pada PPKD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

"nsal 9
Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.

]



Pasal 10 ‘ .
perusahaan/lembaga penerima subsidi dan besaran subsidi

i kan daft i
(1) Bupati menetapkan daftar raturan bupati

dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan pe

tentang penjabaran APBD. _ o
(2) Penyaluran/penyerahan subsidi didasarkan pada daftar penerima subsidi yang tercantum

dalam keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pencairan subsidi dilakukan dengan cara pembayaran langsung

penerima subsidi. N . ,
(4) Penyaluran subsidi kepada penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang subsidi.

(LS) ke rekening bank

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11
Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada bupati melalui
PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
|

‘ Pasal 12
Realisasi subsidi dicatat sebagai realisasi jenis belanja subsidi pada PPKD dalam tahun

anggaran berkenaan.

Pasal 13
Pért‘anggunawahan pemerintah daerah atas pemberian subsidi meliputi :
a. usulan dari perusahaan/lembaga calon penerima subsidi:
b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima suhsidi;
c. pakia integritas dari penerima subsidi yang menyatakan hahwa subsidi yang diterima akan
- digunakan sesuai dengan usulan; dan
d.' bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian subsidi.

Pasal 14
(1) Penerima subsidi bertanggungjawab sccara formal dan material atas penggunaan subsidi
" yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
a. laporan penggunaan subsidi oleh penerima subsidi:
* b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi gambaran umum
pemanfaatan subsidi, target yang ditetapkan. hasil vang dicapai serta realisasi
anggaran subsidi yang dimanfaatkan:
c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah
" digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf ¢ disampaikan
kepada bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d. disimpan dan dipergunakan
oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 15
Realisasi subsidi dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
" dalam tahun anggaran berkenaan.
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BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 17

Hibah dapat diberikan kepada :

a. pemerintah,;

b. pemerintah daerah lainnya;

¢. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan/atau

e.. organisasi kemasyarakatan.

i Pasal 18

(il) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan kepada

i, satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya

| berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b,

. diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢, diberikan
kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d. diberikin
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian.
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-
profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e,
diberikan kepada organisasi kemasvarukatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

. Pasal 19

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diberikan
dengan persyaratan paling sedikit :

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sckurang-kurangnya 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah dacrah yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap.
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Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 20
Pemerintah. pemerintah dacrah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada bupati.
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana

dimaksud pada avat (1).
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi

berupa rekomendasi kepada bupati melalui TAPD.
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan dacrah.

Pasal 21
Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam
rancangan KUA dan PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi anggaran
hibah berupa vang. barang, dan/atau jasa.

I'usal 22
Hibah berupa vang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKP1).
REKA-PPKD dian RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBID sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKID.
Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak
keyga/masvarakat berkenaan pada SKPD.
Rincian obyvek belanja sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

. Pasal 24
Pelaksanaan anggaran hibah berupa vang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 25
Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh bupati
dan penerima hibah.
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah:;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban:
¢. lata cara penvaluran/penyerahan hibah: dan
I, tata cara pelaporan hibah.
Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.




Pasal 26
(1)Bupati menetapkan daflar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran AP,
(2) Daftar pencrima  hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepnda penerima hibah dilakukan

setelah penandatangan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung

(LS).

; *asal 27
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 28
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati
melalui PPKI) dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
" bupati melalui kepala SKPD terkait.

P’asal 29
(1) Hibah berupa uvang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.
+(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat scbagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis
' belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 30

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

a. usulan dari calon penerima hibah kepada bupati;

b.  keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah:

c. NPHD:

d. pakta integritas dari penerima hibah vang menyatahan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD: dan

d.  bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa
atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 31

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secarrTor dan material atas penggunaan hibah yang
diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah:

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti atas serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢, disimpan dan dipergunakan
oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

i




Pasal 32

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemcrintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

BAB YV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

3 Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok

: masyarakal sesuai kemampuan keuangan daerah. :

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakai

Pasal 34
. ' Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi -

‘a.individu. keluarga, dan/atau masyarnkal yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai
akibat dari krisis sosial, ekonomi. politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan. dan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya

: resiko sosial.
o Pasal 35
jti} Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memenuhi

. (2)
(3)

(4)

(5)

(6)

kriteria paling sedikit :

a. selektif:

b., memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan

sosial hanyva diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari

kemungkinan resiko sosial,

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan

setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima

bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d bahwa

tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

¢. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;




(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
| ©)
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(3)

(1)
(2)
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(4)

¢, penanggulangan kemiskinan; dan
. penanggulangan bencana.

Pasal 36
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf a ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuen seseorang yang mengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnyu secara wajar.
Perlindungan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf b ditujukan
untuk mencegah dan menangani 1esiko sosial dar guncanpan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masvarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi

sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (6) huruf ¢ ditujukan

untuk menjddikan sescorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf d merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga.
kelompok masvarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan vang layak bagi kemanusiaan.

penangpulangan  bencana  scbagaimana Jdimaksud Jalam Pasal 35 ayat (6) huruf [
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rchabilitasi.

Pasal 37
Bantuan sosial dapat berupa vang atau barang vang diterima langsung oleh penerima
bantuan sosial.
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia. terlantar, cacat berat dan
tunjangan keschatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang
dlhenkan sccara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
seKolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayanan
miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kclompok
masvarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
I'enganggaran

Pasal 38
Anggot'kelompok masyarakal menyampaikan usulan tertulis kepada bupati,
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk  melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada avat (2) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada bupati melalui TAPD.
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan dacrah,

Pasal 39
Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (3) dan  ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial
dalam rancangan KUA dan PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang,




Pasal 40
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. _
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud Jalam Pasal 40 ayat (1) dianggarlfan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian

obyek belanja berkenaan pada PPKD. _
(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dianggarkan

dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan,
yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa. obyek belanja bantuan sosial barang
berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek
belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosiil.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

(1) Bupati menetapkan daflar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan bupati
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran
APPBD.

(2) Penyaluran’penyerahan bantuan sosial didasarkan pada dafiar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam keputusan bupati scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Pefcairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima
Juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. '

i - PPasal 44
"I "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial schagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

o8 Pasal 45
'{I) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
+1(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 46
(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada
PPKID dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sehagai realisusi obyek belanja bantuan sosial pada
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKP1) terkait.




Pasal 47

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a.
b.

C.

d.

(&)

4)

usulan dari calon pencrima bantuan sosial kepada bupati;
keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; ~
pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang

diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah

terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang,

Pasal 48 \/
Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
bantuan sosial yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi : :
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial:
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima

telah digunakan sesuai usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah scsuai peraturan perundang-undangan

bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti atas serah terima barang
bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢, disimpan dan dipergunakan
oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Yasal 49
Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam

neraca.

. Pasal 50
Realisusi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dacrah.
Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

BAR VI
BANTUAN KEUANGAN
Buagian Kesatu
Umum

Pasal 51
Pemerintah dacrah memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian buntuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat wmum atau khusus dari Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
Bantuan  keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan kepada Partai Politik.




(4)

(1

{2}

(3)

(4)

(5)
(6)

il.

Pemberian bantuan keuangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria

paling sedikit

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

bh. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

¢ bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan: dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 52
Bantuan keuangan vang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
peruntukan  dan  penggunaannyi diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah
daerah’pemerintah desa penerima bantuan.
Bantuan keuangan vang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),
peruntukan dan pengelolaannya diarahkan‘ditetapkan oleh Bupati.
Terhadap pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)
diperuntukan bagi partai politik yang mendapatkan kwisi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumba Barat yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.
Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa/kas partai politik, dan
penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan

pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 53

Bantuan keuangan dapag diberikan kepada :
pemerintah desa,
pemerintah daerah Lainnya;
partai politik.

Pasal 54

(1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a
diberikan kepada pemerintah desa yang berada dalam wilayah administrati{ Kabupaten
Sumba Barat dalam rangka peningkatan kemampuan kevangannya.

“(2) Bantuan keuangan kepada pemerintah dacrah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
"53 huruf b diberikan kepada dacrah otonom baru hasil pemekaran daerah dalam rangka
pemerataan.

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf ¢
diberikan kepada partai politik vang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumba Barat schagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan
operasional sekretariat partai politik.

Bagian Kedua
Penganggaran
: Pusal 55

(1) Pemerintah Dacrah menetapkan jenis bantuan keuanyan yang akan diberikan.

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk mengajukan wsulan jumlah bantuan kevangan yang
akan diberikan pemerintah dacrah.

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan
dimaksud kepada bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagimana dimaksud pada ayat (3) scsuii

dengan prioritas dan kemampuan kevangan dacrah




Pasal 56
Usulan kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3
dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan
KUA dan PPAS.

I"usal 57
(1) Bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa dan partai politik, obyek dan
rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
(2) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama
penerima dan besaran bantuan keuangan yang diterima.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 58

(1) Pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Bupati menetapkan daftar pencrima dan besaran bantuan keuangan dengan keputusan
bupati berdasarkan peraturan dacrah tentang APBD dan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD.

(3) Penvaluran/penyerahan bantuan keuangan didasarkan pada daftar penerima bantuan
keuangan vang tercantum dalam keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

(1) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan
dengan cara pembayvaran langsung ( 1.5).

(2) Permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati Sumba Barat melalui SKPD/Unit Kerja
Penanggungjawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan dengan dilengkapi dokumen sesuai
jenis masing-masing bantuan.

(3) SKPD/Unit Kena Penanggungjawab  Pelaksanaan  Bantuan Keuangan memverifikasi
kelengkapan dokumen permohonan. dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai
“dasar Bupati memberikan persetujuan pencairan dana.

(4) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya sctelah mendapat persetujuan Bupati.
disampaikan ke PPKD untuk dijadikan dasar pengajuan bantuan keuangan.

(5) Penyaluran bantuan keuangan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan.

Bagian Keemput |
\j Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 60
(1) Pencrima  bantuan  keuangan  harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeunaan dana bantuan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit
Kerja Penanggungjawab .
(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 61
| Bantuan keuangan dicatat schagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam
" tahun anggaran berkenaan.
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*asal 62
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi
a. keputusan bupati tentang penetapan daltar penerima bantuan keuangan;
b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
¢. bukii transfer/penyerahan uang alas pemberian bantuan keuangan.

it Pasal 63
(1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi
a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh pencrima bantuan keuangan;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyalakan bahwa bantuan keuangan yang
diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan

bagi penerima bantuan keuangan.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali

ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

. - Pasal 64

h'h.
Realisasi bantuan kevangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 65
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi, hibah, bantuan
sosial. dan bantuan keuangan.
(2) Hasil monttoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
l;upmi dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Iasal 66 "

._ Dalam halghasil monitoring dan evaluasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)

terdapat penggunaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak

sesuai dengan usulan yang telah disetujui/penetapannya. penerima subsidi, hibah, bantuan

sosial, dan bantuan keuangan yang bersanghutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAn VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67
Biaya adminsitrasi yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan vang subsidi, hibah, bantuan
sosial, dan bantuan keuangan dari rekening bendahara pengeluaran PPKD ke rckening
pencrima subsidi, bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan merupakan tanggungjawab
pencrima subsidi. hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. dibuktikan dengan surat
pernyataan kesediaan yang dibuat oleh penerima subsidi. hibah, bantuan sosial, dan bantuan
keuangan diatas kertas bermaterai secukupnya.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya peraturan bupati ini :

a. Penganggaran. pelaksanaan dan penatausahaan, pela
monitoring dan evaluasi pemberian subsidi, hibah, hantuan
mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada peraturan bupati ini;

b. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan banivan keuangan tahun 2012 sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini. disesunikan melalui mekanisme perubahan APBD tahun

2012.

poran dan perlunggungjawaban serta
sosial. dan bantuan keuvangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

;kemnluan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh kepala

SK PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal. 12 Faret 2012
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